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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, 

merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam hal 

kemandiriannya menyusun ketentuan perundang-undangan, khususnya 

di bidang agraria. Dengan dibentuknya UUPA telah menghapuskan 

dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia dan didasarkan 

pada hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.1  

Dengan pengakuan dalam UUPA maka hak-hak adat atas tanah 

disejajarkan kekuatan mengikatnya dengan hak menurut hukum 

perdata dan hukum lainnya.2 

Adapun tujuan UUPA tersebut adalah: a) Meletakkan dasar-

dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat 

untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 

negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur; b) 

Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan; dan c) Meletakkan dasar-

                                                           
1
 Arba, M.. Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, 2015, hlm 63. 

2
 Franz Magnis Suseno, Etika Politik dan Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern, 

Gramedia, Jakarta. 2001. Hlm. 53.  
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dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 

tanah bagi rakyat seluruhnya.  

Tujuan tersebut merupakan implementasi dalam mewujudkan 

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang secara 

tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi 

penguasaan negara diletakkan sebagai dasar pencapaian tujuan 

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum 

pertanahan nasional yang mampu mengakomodasi dan merefleksikan 

asas-asas spiritual kenegaraan serta cita-cita fundamental bangsa 

Indonesia, yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip-prinsip 

kemanusiaan, semangat nasionalisme, asas kerakyatan dan keadilan 

sosial.3 

Penguasaan negara atas sumber daya alam yang menjadi dasar 

kewenangan negara untuk menentukan peruntukannya diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) UUPA yang mengatur atas dasar ketentuan dalam Pasal 

33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang dimaksud 

dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

                                                           
3
 Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2009, hal. 5 
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yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 

negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.4 

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Hak Menguasai Negara 

termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk5 : 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut: 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa; 

Apabila dicermati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) 

UUPA di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa negara berperan sebagai 

penguasa atas seluruh kekayaan alam baik diatas permukaan bumi 

maupun di dalam bumi (termasuk tanah) di wilayah Negara Republik 

Indonesia. Hak menguasai dari Negara merupakan salah satu bentuk 

penguasaan atas tanah yang bersumber pada konstitusi.6 

                                                           
4
 Haris Retno Susmiyati, Hukum Sumber Daya Alam: Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di 

Kawasan Hutan. N.p., Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020, hlm 8 
5
 Ibid  

6
 Sari, Indah. "Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA)." Jurnal Mitra Manajemen 9.1, 2020, hlm. 24. 
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Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial”. Dalam Pasal 6 UUPA dimuat suatu 

pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan 

secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas 

tanah menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional.7 

Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok- Pokok Agraria antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak untuk Membuka Hutan, dan Hak 

untuk Memungut Hasil Hutan, merupakan bentuk-bentuk hak yang 

diakui dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Setiap hak yang 

dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, 

harus dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya oleh negara. 

Jaminan tersebut diwujudkan melalui pemberian sertipikat hak atas 

tanah sebagai alat bukti yuridis yang otentik, guna memberikan 

kepastian hukum terhadap status, subjek, objek, dan luas bidang tanah 

yang dimiliki.8 

Masalah pertanahan sangatlah rawan dalam penanganannya, 

hal ini dikarenakan di dalamnya menyangkut hajat hidup orang 

banyak, apabila ditinjau dari kebutuhan pemerintah terhadap tanah 

                                                           
7
 Ibid, hlm. 25 

8
 Suhariningsih, Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi 

Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 24. 



5 

 

 
 

untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa Tanah 

Negara yang dimiliki pemerintah sangatlah terbatas. Oleh karena itu 

satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara 

membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai 

dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya 

menurut UUPA. 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mengelola kekayaan alam 

yang terkandung di dalam bumi Indonesia dalam cabang produksi, 

maka pemegang kuasanya dilimpahkan Negara kepada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN).9 Adapun    bentuk    pengusahaan    dengan 

berlandaskan  asas  pengusahaan  negara  tersebut,  yang  dapat  

termanifestasi  ke dalam  3  cara  berikut:10  a.  penguasaan  dan  

pengusahaan  yang  dilakukan  sendiri oleh  negara;  b.  penguasaan  

oleh  negara  dan  pengusahaan  oleh  swasta;  atau  c. penguasaan oleh 

negara dan pengusahaan oleh perusahaan negara. PT. Bukit Asam Tbk 

(selanjutnya disebut PTBA) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara 

yang dalam hal ini bergerak pada industri pertambangan batubara di 

Sumatera Selatan. 

Industri pertambangan batubara merupakan industri yang 

“lapar” lahan/tanah karena untuk mengeruk batubara diperlukan 

                                                           
9
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-VI/2008, hlm.16 

10
 Ahmad  Redi,  “Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  atas  Sumber  Daya  Alam”, 

Jurnal  Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 410. 
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ketersediaan areal yang sangat luas,11 untuk itu perlu dilakukan 

pengadaan tanah secara bertahap dan terencana sesuai kebutuhan 

demi keberlangsungan bisnis perusahaan.  

Pengadaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara pada BAB XVIII Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha 

Pertambangan. Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Hak atas 

WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan 

bumi” dan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

menyatakan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan 

kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan 

pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Sehubungan hal diatas artinya PTBA yang telah memiliki 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral tidak serta merta bisa langsung melakukan 

penambangan batubara, namun terlebih dahulu wajib menyelesaikan 

hak atas tanah yang dikelola atau dimiliki oleh pemegang hak. 

BUMN berstatus hukum PT(Pesero)Tbk adalah badan hukum 

swasta/perdata/privat yang pada dasarnya melaksanakan bisnisnya 

                                                           
11

 Haris Retno Susmiyati, Op.cit. hlm. 3 
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berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur 

dalam Hukum Perdata, yang didirikan berdasarkan pemisahan 

kekayaan negara dipisahkan sebagai modal, dengan tujuan untuk 

kesejahteraan masyarakat12. 

Pengadaan tanah dipakai bukan hanya untuk kepentingan 

umum tetapi dipakai oleh siapapun yang memerlukan atas tanah, salah 

satunya adalah pengadaan tanah yang dilakukan PTBA untuk 

kepentingan negara termasuk kegiatan usaha pertambangan dikenal 

dengan perolehan tanah. Sebagai badan hukum, maka perolehan tanah 

oleh PTBA berdasarkan asas kebebasan berkontrak adalah perbuatan 

business to business. Pada posisi demikian, bentuk dan ganti rugi 

berdasarkan UU No.2/2012 tidaklah tepat untuk diterapkan. 

Berdasarkan UU No.2/2012 pengadaan tanah ditujukan bagi 

pembangunan bagi kepentingan umum menuntut pengorbanan dari 

pemilik tanah dan pemerintah, sedangkan upaya memperoleh tanah 

yang dilakukan oleh PTBA adalah transaksi business to business, yang 

didasari oleh motif memperoleh keuntungan pada para pihak, sebagai 

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur 

dalam UUPT dan Penjelasannya.13 

Untuk diketahui bahwa pada umumnya lokasi penambangan 

batubara jauh dari pemukiman penduduk sehingga mayoritas tanah-

                                                           
12

 Muntaqo, Firman. "Perolehan Tanah BUMN Berbadan Hukum PT (Pesero) Tbk." Simbur 

Cahaya 29.1 (2022): 97-116. 
13

 Ibid, hlm 109 
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tanah tersebut belum memiliki sertipikat hak atas tanah. Perolehan 

tanah yang pernah dilakukan oleh PTBA sekitar tahun 1980-an dimana 

pelepasan hak melalui Camat karena dilatarbelakangi oleh 

keterbatasan Notaris di wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara 

Enim dan juga peran Camat sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah 

Sementara (PPATS) serta dianggap sebagai bentuk sinergi antara 

perusahaan dengan unsur Pemerintah Daerah ditingkat kecamatan 

yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat 

seperti Camat, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor.  

Permasalahan timbul adalah hal ini seperti telah menjadi suatu 

kebiasaan bahwa peralihan hak dalam proses pengadaan tanah yang 

belum memiliki sertipikat hak atas tanah selalu melalui Camat dimana 

saat ini sudah cukup banyak Notaris yang berada di wilayah Kabupaten 

Lahat dan Muara Enim.  

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan 

Camat tersebut bertindak sebagai kepala wilayah, dimana Camat 

sebagai kepala wilayah dijelaskan dalam bagian I Umum tentang 

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang 

Kecamatan yaitu “Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah 

kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan)”. 

Camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota dengan 

wilayah tertentu. Camat berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati/ Walikota yang menerima pelimpahan wewenang tugas 
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dan kewenangan dari Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas-

tugas administrasi negara. Camat dalam kedudukannya merupakan 

pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan14.  

Dengan berlandaskan bukti peralihan hak berupa Surat 

Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah di PTBA yang dibuat di hadapan Camat bukan 

merupakan akta otentik maka membuat subyek hukum tersebut tidak 

memiliki keperdataan maupun hak penguasaan atas tanah. Dengan 

demikian, kepemilikan hukum antara subyek hukum terhadap tanah 

yang dimaksud juga tidak berlandaskan hukum dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum atas surat tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

membahas dan menganalisis mengenai pengadaan tanah yang 

dilakukan oleh PTBA di dalam Izin Usaha Pertambangan atas tanah-

tanah yang belum memiliki Hak Atas Tanah dengan judul “Legalitas 

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Di Hadapan 

Camat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk 

Pertambangan Batubara Oleh Badan Usaha Milik Negara”. 

 

                                                           
14

 Siregar, Muhammad Y. "Kewenangan Camat dalam Membuat Surat Ganti Rugi Tanah 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." Jurnal Ilmiah Advokasi, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 65-

87, hlm. 82. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil 

rumusan masalah utamanya sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pertambangan batubara oleh Badan Usaha Milik Negara dan 

apa pertimbangan hukum perusahaan melibatkan Camat dalam 

membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah? 

2. Bagaimana kedudukan dan akibat hukum Surat Pernyataan 

Pelepasan Hak Penguasaan Tanah yang dibuat di hadapan 

Camat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan 

pertambangan batubara ditinjau dari Perundang-undangan di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1.1.  Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk kegiatan pertambangan batubara oleh Badan Usaha 

Milik Negara dan mengetahui pertimbangan hukum 

perusahaan melibatkan Camat dalam membuat Surat 

Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah; dan 

1.2. Untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum surat 

pernyataan pelepasan hak yang dibuat di hadapan Camat 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pertambangan 
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batubara dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dengan adanya 

pembahasan mengenai kedudukan hukum surat pernyataan 

pelepasan hak penguasaan tanah dalam pengadaan tanah 

untuk pertambangan batubara oleh Badan Usaha Milik 

Negara dapat memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan di bidang 

hukum pertanahan pada khususnya dan Perguruan Tinggi 

dalam Program Kenotariatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi konseptual dan metodologis bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki objek 

atau permasalahan sejenis; 

b. Hasil penelitian ini juga memiliki nilai aplikatif yang 

dapat dimanfaatkan oleh Camat dan pihak-pihak terkait 

lainnya sebagai dasar pertimbangan dalam 
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pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangannya secara 

lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku; dan 

 

D. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Kepastian Hukum 

Menurut pandangan Hans Kelsen, hukum dipahami 

sebagai suatu sistem norma, yakni sekumpulan ketentuan yang 

mengandung dimensi imperatif atau das Sollen (apa yang 

seharusnya). Norma dimaksud merupakan hasil konstruksi 

rasional manusia yang bersifat deliberatif, yang mengarahkan 

tindakan melalui aturan-aturan yang mengikat. Dalam konteks 

ini, Undang-Undang berfungsi sebagai acuan normatif yang 

bersifat umum, yang memberikan pedoman perilaku bagi 

individu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama individu maupun dalam 

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan 

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.15 

                                                           
15

 Sirait, Eben. Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang- 
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Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang 

utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, 

asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas 

kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav 

Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die 

rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam 

hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan 

(Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) 

Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).16 

Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto17 yaitu 

bahwa: 

1. kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan 

sebagai berikut tersedia aturan-aturan hukum yang jelas 

atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), 

yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;  

2. instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga 

tunduk dan taat kepadanya;  

                                                                                                                                                               
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 

2020. Hlm.27 
16

 Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum 

melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." Crepido 1.1 (2019): 13-22.hlm.14 
17

 Jan Michiel Otto (Penerjemah: Tristam Moeliono), Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden 

(Kepastian Hukum Di Negara Berkembang), (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik 

Indonesia, 2003). hlm. 174. 
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3. mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi 

dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap 

aturan-aturan tersebut;  

4. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak 

berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 

secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan 

sengketa hukum; dan  

5. keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum 

tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, 

apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada 

pada masyarakat. 

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum 

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum 

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.18 

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 

                                                           
18

 Sirait, Eben.loc.cit. 
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hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 

penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya 

dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di 

dalam masyarakat itu sendiri.19 

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus 

dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum 

akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain 

harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah 

sebagai berikut20:  

1. sistem hukum yang dibuat terdiri dari peraturan-

peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat 

untuk hal-hal tertentu;  

2. peraturan yang ditetapkan tersebut diumumkan kepada 

publik;  

3. peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena 

akan merusak integritas sistem;  

4. peraturan tersebut dibuat dalam rumusan yang 

dimengerti oleh umum; 

5. peraturan satu dengan yang lain tidak boleh ada 

peraturan yang saling bertentangan;  

                                                           
19

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 

2010, hal. 160 
20

 Lon L Fuller, The Morality of Law (New York: Yale University Press, 1971). 
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6. suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh 

menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 

dilakukan;  

7. peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh sering 

diubah-ubah; dan  

8. peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus ada 

kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-

hari. 

Dari delapan asas hukum yang dikemukakan oleh Lon L. 

Fuller, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum positif 

mensyaratkan adanya kepastian antara norma yang ditetapkan 

dan pelaksanaannya. Hukum baru dapat efektif apabila 

bertransformasi ke dalam perilaku nyata, tindakan konkret, serta 

faktor-faktor sosial yang memengaruhi operasionalisasi norma 

tersebut dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Yance Arizona, konsep kepastian hukum 

sepatutnya dipahami sebagai isu yang bersifat normatif, 

sehingga pendekatannya harus melalui analisis terhadap norma 

dan peraturan hukum yang berlaku, bukan melalui perspektif 

sosiologis yang berfokus pada dinamika sosial di masyarakat. 

Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu 

peraturan dirumuskan dan diundangkan secara tegas, jelas dan 

logis sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. Jelas, dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian 

ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga 

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik 

norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi 

norma.21 

Berdasarkan uraian mengenai konsep kepastian hukum, 

dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mencerminkan 

adanya kejelasan norma, tidak menimbulkan multitafsir, bebas 

dari pertentangan antar ketentuan, serta memungkinkan 

implementasi secara efektif. Hukum harus ditegakkan secara 

konsisten dan terbuka agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Kesesuaian dan harmonisasi antar peraturan 

menjadi syarat penting untuk menghindari keraguan dalam 

penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan 

elemen fundamental dalam sistem hukum suatu negara yang 

menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara, serta 

selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. 

2. Middle Theory 

Perlindungan Hukum 

                                                           
21

 Danu Pranaya, FX Getar. Kewenangan Camat Dalam Mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas 

Tanah Untuk Kepentingan Swasta. Tesis. Universitas Brawijaya Semarang, 2018, hlm. 23. 
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Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo 

awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan 

Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang 

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral 

tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang 

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara 

internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang 

diwujudkan melalui hukum dan moral22. 

Adapun pendapat ahli mengenai perlindungan hukum 

sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang 

bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 

yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati 

dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan 

perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

                                                           
22

 Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal 53. 
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terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga 

peradilan23. 

b. Menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum 

adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingan tersebut24. 

c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia25. 

d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan 

untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap 

dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antara sesama manusia26. 

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori ini 

digunakan untuk menganalisis substansi dari aturan hukum 

                                                           
23

 Ibid, hlm 55. 
24

 Satjipto Raharjo, Loc. Cit 
25

 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm 3. 
26

 Muchsin, M. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas 

Sebelas Maret (2003). Hlm. 14. 
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yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah aturan hukum 

itu memberikan perlindungan kepada para pihak (khusunya 

pembeli) atas dokumen berupa surat pelepasan hak 

penguasaan tanah yang dibuat dihadapan Camat dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah. 

3. Applied Theory 

Pengadaan Tanah 

Istilah pengadaan tanah dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 1973 mengenal istilah Pembebasan 

Tanah, yaitu melepaskan hubungan hukum antara pemegang 

hak atas tanah dengan tanahnya diberikan ganti rugi yang 

layak. Istilah Pembebasan Tanah ini oleh Keputusan Presiden 

Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menggantikan 

PMDN Nomor 15 Tahun 1973 menjadi Pengadaan Tanah.27 

Selanjutnya istilah pengadaan tanah ini digunakan lagi 

dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum, yang diubah lagi dengan Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

                                                           
27

 Arba, H. M. Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sinar Grafika (Bumi 

Aksara), 2021.hlm14. 
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Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. Istilah pengadaan tanah ini dipakai pula didalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.28 

Pengertian Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 

adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi 

ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

Selanjutnya pengertian pengadaan tanah menurut para 

ahli hukum sebagai berikut: 

Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah adalah 

perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum 

yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang 

diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, 

fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata 

sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan.29 

                                                           
28

 Ibid.hal.14 
29

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta. Djambatan, 2009 
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Menurut Sarjita, bahwa pengadaan tanah adalah setiap 

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti 

kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.30 

Menurut Maria SW. Soemardjono, mengatakan Pengadaan 

Tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 

oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau 

penyerahan hak atas tanah. Diluar itu pengadaan tanah 

dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau dengan 

cara lain yang disepakati.31 

E. Kerangka Konseptual 

1. Pengadaan Tanah 

Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2012 disebutkan bahwa 

pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan 

cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak 

yang berhak. Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 2/2012, yang 

dimaksud dengan ganti kerugian adalah penggantian yang layak 

dan adil kepada 

pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dasar 

pemberian ganti kerugian adalah hasil kesepakatan dalam 

musyawarah yang menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti 

                                                           
30

 Sarjita, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres 

No.34 Tahun 2003). Tugu Jogja. Yogyakarta.2005.hlm.43. 
31

 Maria SW. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi, 

Jakarta, Kompas, 2001, hlm. 74. 
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kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 2/2012. 

Pasal 2 UU No. 2/2012 ini menetapkan salah satu asas yang 

menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum adalah asas kesepakatan, yang dalam 

penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan “asas kesepakatan” adalah bahwa proses pengadaan 

tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur 

paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 

2. Pengertian Legalitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian 

Legalitas adalah keadaan legal atau keabsahan menurut hukum. 

Menurut Philip Seznick, legalitas merupakan sinonim dari rule of 

law, yaitu pembatasan dari kekuasaan resmi oleh prinsip-prinsip 

rasional dari ketertiban sipil (civil order). Apabila hal demikian 

ada, maka tidak ada sesuatu kekuasaan yang kebal terhadap 

kritik dan pembatasan kewenangan.32 

 

 

3. Pengertian Camat 

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah 

                                                           
32

 Marpaung, L. (1991). Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik). Indonesia: Sinar 

Grafika. Hal 6. 
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kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. 

4. Hak Penguasaan Tanah 

Ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) adalah permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya dan 

yang berada dibawah air termasuk tanah didasar laut dan yang 

akan dipermasalahkan adalah tanah dalam pengertian hak 

penguasaan atas tanah. Penguasaan artinya mempunyai hak 

untuk menggunakan, mengurus, tetapi belum tentu memiliki. 

“Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga 

dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek yuridis 

”(Urip Santoso, hukum Agraria kajian komprehensif, 2013, hal 

75). 

Hubungan penguasaan bisa terjadi hubungan antara 

orang/badan hukum dengan tanah tanpa dilindungi oleh sesuatu 

hak seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPA. Hubungan 

penguasaan yang tidak dilandasi dengan suatu hak bisa hanya 

berupa hubungan fisik saja.33 

 

5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak 

                                                           
33

 Subagijo, Tondo. "Penguasaan, Pemilikan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah." Perspektif: Kajian 

Masalah Hukum dan Pembangunan, vol. 3, no. 4, 29 Oct. 1998, hal.9-10, 

doi:10.30742/perspektif.v3i4.235 
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Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa 

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan 

melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah 

dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi 

atas dasar musyawarah. Menurut Pasal 1 ayat 11 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelepasan Hak adalah kegiatan 

pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang berhak kepada 

negara. Pelaksanaan pelepasan hak dilakukan melalui 

pembuatan akta pelepasan hak, baik dalam bentuk surat 

pernyataan di hadapan notaris atau pejabat pertanahan, maupun 

dalam bentuk akta autentik. Kewajiban ini sesuai dengan Pasal 

617 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas 

benda tidak bergerak wajib dilakukan dalam bentuk akta 

autentik, atau berisiko batal demi hukum. 

6. Badan Usaha Milik Negara 

Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  BUMN  yaitu  salah  satu  badan  

usaha  yang  dapat berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki 

oleh negara. BUMN adalah “badan usaha yang seluruh  atau  
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sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  negara  rnelalui  

penyertaan  secara langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  

negara  yang  dipisahkan”.  Payung  hukum  dari keberadaan 

BUMN ini yaitu diatur dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN”.34 

F. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang terdapat literatur 

buku-buku maupun ilmu teknologi. Hal ini disebabkan oleh 

karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 

secara sistematika, metodologis dan konsisten. Melalui proses 

penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap 

data yang dikumpulkan dan diolah35. 

Dari rumusan masalah dan penelitian, jenis penelitian ini 

dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif dengan 

tipe penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan 

tentang pengertian-pengertian serta asas-asas yang terkandung 

dalam aturan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-

                                                           
34

 Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. (2022). PENGAWASAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). SIBATIK 

JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 

1003–1018. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118 
35

 Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadji. 1995. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.7 



27 

 

 
 

bahan-bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas 

hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah 

hukum36. 

2) Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis adalah: 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu 

pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan isu hukum yang diteliti37. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan 

hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan 

hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena 

itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak 

pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan 

ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 

dengan isu yang dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin 

hukum berguna bagi peneliti untuk membangun 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum. 

                                                           
36

 Soerjono Soekanto. 1984. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.hlm.9 
37

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96. 
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c. Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach) 

Pendekatan studi kasus diterapkan sebagai metode untuk 

mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan 

hukum secara komprehensif, terperinci, dan sistematis, 

dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam 

terhadap konteks dan dinamika peristiwa hukum yang 

diteliti. Dalam hal ini penulisan ini studi kasus yang 

digunakan adalah Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah 

yang dibuat di hadapan Camat dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara di 

salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 

3) Sumber Bahan Hukum Penelitian 

a. Sumber Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

sifat mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan 

objek penelitian38. Bahan hukum primer yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945; 

                                                           
38

 Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, hlm.90. 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris; 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum; 

14. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah; 

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN 

RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan 

Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah 

16. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang disajikan untuk 

memberikan penjelasan lebih detail terkait bahan hukum 

primer39. Bahan hukum sekunder pada penulisan Tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
39

 Zainudin Ali, 2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47 
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1. Buku-buku ataupun teks tertulis yang menjelaskan dan 

menggambarkan berbagai permasalahan hukum, yang 

juga termasuk didalamnya tesis dan disertasi; 

2. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ilmu hukum 

ataupun isu-isu hukum; 

3. Kamus-kamus hukum. 

c. Sumber Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan 

penjelasan, arahan, atau informasi tambahan terkait bahan 

hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan berbagai artikel ilmiah maupun sumber 

berita yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan 

yang dibahas dalam tesis sebagai bagian dari bahan hukum 

tersier. 

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam Penelitian 

ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan 

(library research) dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti 

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, 

serta media cetak yang membahas topik mengenai pelepasan 

hak atas tanah, sehingga seluruh bahan bacaan yang digunakan 
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memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian ini, 

sedangkan dalam penelitian lapangan, penulis akan melakukan 

kegiatan langsung di perusahaan BUMN pertambangan 

batubara. 

5) Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Metode pengolahan data yang digunakan bersifat deskriptif- 

analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer, 

sekunder, dan tersier. Setelah bahan-bahan hukum diperoleh 

melalui studi kepustakaan, tahap pengolahan dilakukan dengan 

mengklasifikasikan data berdasarkan ketentuan hukum yang 

relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik 

kesimpulan yang sistematis dan terarah. 

6) Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, mengolah dan menganalisis data-data 

yang didapat adalah analisis kualitatif. Dimana analisis ini 

adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang 

ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.40 

 

7) Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deduktif, yakni suatu pendekatan yang 

                                                           
40   P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 

2009). hlm. 145. 
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dimulai dari premis atau prinsip yang bersifat umum, kemudian 

dianalisis dan diturunkan menjadi kesimpulan yang bersifat 

khusus sesuai dengan konteks permasalahan yang dikaji. 
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